
 
 

 
 

 
 
 

PEEMERINTAH PROOVINSI MALUKU 
 

PERATTURAN DAERAH P

 

 
M

 

PERU

DENGA

enimbang :

NOMOR    04    T
PROVINSI  MALUUKU 

TAHUN   2012 

TENTAANG 
 

USAHAAN DAERAAH PANCA KARYYA  
 

AN RAHMAT TUHAAN YANG MAHA EESA 
 

GUBERNUR  MALUKU, 
 

a. bahwa untu

usaha-usaha 

adanya peng

daerah untu

Daerah;  

k mempercepat 

pembangunan 

gerahan modal d

uk pembiayaan 

terlaksananya 

daerah perlu 

dan potensi di 

pembangunan 

b. bahwa Perusa

alat kelengka

pendapatan d

1963 dengan

Tingkat I Ma

sudah tidak 

usaha, sehi

organisasi, m

dengan perke

ahaan Daerah seb

pan Otonomi Dae

daerah yang didirik

n Peraturan Dae

luku Nomor : 5/D

sesuai dengan 

ingga perlu dit

modal dan pera

embangan pemban

bagai salah satu 

rah dan sumber 

kan pada Tahun 

erah Swatantra 

DPRD-GR/I/1963 

kondisi dunia 

tingkatkan lagi 

anannya sesuai 

ngunan; 
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c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 

perlu diadakan penyesuaian dengan mengganti 

Peraturan Daerah Nomor : 5/DPRD-GR/I/1963 

guna menampung perkembangan 

Perekonomian Nasional dewasa ini; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan 

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku tentang Perusahaan Daerah 

Panca Karya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

79, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962, 

tentang Perusahaan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman  Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang - 

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006  sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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2.

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 

Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU 

dan 

GUBERNUR MALUKU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN 

DAERAH PANCA KARYA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam  Peraturan  Daerah  ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 

 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku; sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah; 

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; 


